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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 

Polresta Yogyakarta serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai 

leteratur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh 

penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa model pendekatan restorative 

justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta 

adalah dengan cara mediasi. Pihak Polresta Yogyakarta memberikan 

kesempatan terlebih dahulu kepada tersangkanya untuk berinisiatrif 

meminta menggunakan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana ringan yang dilakukannya. Tersangka (atau keluarga 

tersangka) dipertemukan dengan korbannya (atau keluarga korbannya) 

untuk melakukan negosiasi dengan harapan agar perkara tersebut dapat 

diselesaikan dengan cara damai melalui kekeluargaan. Apabila telah 

terjadi kesepakatan diantara pihak tersangka dengan pihak korbannya, 

maka tersangka diminta untuk melaksanakan kesepakatan tersebut  disertai 

dengan membuat pernyataan bahwa tersangka tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi. 
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B. Saran 

Pihak Kepolisian harusnya juga aktif untuk menggunakan 

pendekataan restorative justice dalam menyelesaiakan perkara-perkara 

tindak pidana ringan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Inisiatif dalam menggunakan pendekatan 

restorative justice itu jangan hanya datang dari tersangkanya saja, tetapi 

pihak kepolisiannya juga harus aktif dalam penggunaan pendekatan 

retorative justice tersebut untuk mendukung Nota Kesepahaman yang juga 

telah disetujui oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.  
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